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BAB V 

PENUTUP 
 

1. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis terhadap masalah iklan elektronik berunsur 

pornografi dalam perdagangan jasa layanan Virtual Private Network (VPN) 

melalui sistem elektronik ditinjau dari sisi perlindungan konsumen dan 

penyelesaian sengketanya, maka berdasarkan hasil analisis sebagaimana 

yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan atas 

analisis tersebut antara lain sebagai berikut: 

 

1.1.Perlindungan konsumen atas iklan elektronik berunsur pornografi pada 

jasa layanan VPN X sebenarnya telah terjamin melalui  dikeluarkannya 

peraturan-peraturan, baik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 

Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 

Nomor 80 Tahun 2019) maupun Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, 

Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik sebagai peraturan pelaksananya (Permendag Nomor 

50 Tahun 2020). Walaupun sebenarnya PP Nomor 80 Tahun 2019 

hanya mengatur sebagian mengenai perlindungan konsumen, namun 

dalam peraturan tersebut, pengindahan perlindungan konsumen 

merupakan salah satu aspek yang diutamakan dalam penyelenggaraan 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), terutama dalam 

konteks terjadinya masalah iklan elektronik berunsur pornografi pada 

jasa layanan VPN X. Beberapa peraturan yang ditujukan untuk 

melaksanakan Perlindungan konsumen baik dalam hal iklan elektronik 

maupun PMSE terdapat pada Pasal 13 butir c, Pasal 33 ayat (2), dan 

Pasal 35 PP Nomor 80 Tahun 2019. Ketentuan Pasal 13 butir c PP 

Nomor 80 Tahun 2019 mewajibkan iklan elektronik dalam PMSE 

untuk memenuhi etika periklanan yang berlaku. Ketentuan Pasal 33 

ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 mewajibkan pelaku usaha PMSE 
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untuk menyampaikan iklan yang mematuhi ketentuan perundang-

undangan, termasuk bidang penyiaran dan perlindungan konsumen. 

Ketentuan Pasal 35 PP Nomor 80 Tahun 2019 mengatur kewajiban 

pihak yang baik membuat, menyediakan sarana, maupun 

menyebarluaskan iklan elektronik untuk memastikan dan bertanggung 

jawab atas substansi yang mana tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan ini dilakukan 

dalam rangka menerapkan prinsip perlindungan konsumen, termasuk 

juga sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang 

merugikan dan tidak sesuai peruntukan. Maka dalam hal ini, baik dalam 

situasi pelaku usaha VPN X sebagai pihak yang membuat iklan 

sementara pihak perusahaan penyedia iklan yang menyebarluaskan 

maupun sebaliknya, dapat dibebankan pertanggungjawaban atas iklan 

berunsur pornografi pada layanan VPN X tersebut. Selain itu, salah satu 

pengaturan utama yang wajib diwujudkan dalam rangka 

menyelenggarakan PMSE yang mengutamakan perlindungan bagi 

konsumen dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 26 PP Nomor 80 Tahun 

2019, yang mengatakan bahwa menjadi kewajiban bagi pelaku usaha 

untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.  

 

1.2.Berbagai jenis model situasi dan hubungan hukum yang terbentuk 

dalam masalah iklan berunsur pornografi pada layanan VPN X 

menjadikan timbul pula berbagai tanggung jawab yang berbeda-beda 

pula. Dalam situasi pelaku usaha VPN  X sebagai pihak yang membuat 

iklan berunsur pornografi, menjadikan tanggung jawab yang timbul 

berupa tanggung jawab produk. Maka dapat dimintakan ganti rugi 

melalui strict liability atas dasar derivasi Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH). Dalam situasi pihak pelaku usaha VPN X sebagai pihak yang 

memberikan sarana penyebarluasan iklan berunsur pornografi yang 

dibuat oleh perusahaan penyedia iklan, menjadikan adanya tanggung 

jawab langsung jasa komersial sebagai pelaku usaha yang menyediakan 
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jasa yang di dalamnya terdapat tampilan iklan berunusr pornografi. 

Maka dapat dimintakan ganti rugi melalui gugatan wanprestasi dalam 

perlindungan konsumen yaitu contractual liability. Dalam situasi pihak 

pelaku usaha sebagai pihak yang menjalankan hasil pemrograman 

otomatis akibat dari konsumen, diberlakukan tanggung jawab 

komersial atas hubungan hukum langsung dengan menuntut ganti rugi 

melalui contractual liability. Sementara bagi pelaku usaha lain yang 

menampilkan iklannya sesuai dengan hasil pemrograman otomatis 

tersebut, diberlakukan product liability, mengingat tidak terdapat 

hubungan hukum langsung, sehingga menuntut ganti rugi melalui strict 

liability. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis, mengingat terdapat 

kemungkinan adanya “Third Party Liability”. Sehingga pelaku usaha VPN X 

tidak dapat dipersalahkan atas kerugian yang timbul terhadap pengguna VPN 

X, selama pelaku usaha VPN X dapat membuktikan bahwa dirinya telah 

melakukan tahapan-tahapan sebagai upaya, baik preventif maupun repressive, 

seperti melakukan blokir akses terhadap iklan-iklan yang mengandung unsur 

pornografi atas kesalahan pihak ketiga. Artinya, bentuk tanggung jawab 

PMH di atas tidak berlaku apabila  pelaku usaha VPN X dan penyedia 

iklan merupakan satu kesatuan sebagai pihak yang bekerja sama atau 

bahkan pelaku usaha VPN X sebagai pihak yang membuat sendiri iklan 

tersebut. Tidak hanya itu, terdapat juga kemungkinan lain seperti 

misalnya pelaku usaha VPN X tidak membuat maupun terikat kepada 

penyedia iklan tersebut, namun tidak melakukan apapun terkait iklan-

iklan yang mengandung unsur pornografi tersebut, hal ini merupakan 

konsekuensi atas keberlakuan Pasal 4 UUPK. 

 

1.3.Bila pengguna layanan VPN X selaku konsumen merasa sangat 

dirugikan atas iklan elektronik berunsur pornografi pada jasa layanan 

VPN X tersebut kemudian ingin mengajukan pengaduan atau laporan, 

maka langkah pertama dan utama dapat dilakukan oleh pengguna VPN 

X adalah mengajukan pengaduan atau laporan atas iklan elektronik 

berunsur pornografi dalam layanan VPN kepada Direktur Jenderal 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) selaku  
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Kementerian Perdagangan yang berwenang melalui laman resmi 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Laporan atau 

pengaduan ini tidak dapat langsung disampaikan kepada pelaku usaha 

VPN X, hal ini disebabkan layanan VPN X tidak menyediakan sarana 

pengaduan apabila timbul kerugian yang diderita pengguna VPN X. 

Bilamana konsumen tidak setuju akan hasil penyelesaian sengketa 

melalui Dirjen PKTN atau bahkan pelaku usaha VPN X tidak 

menindaklanjuti pengaduan atau laporan yang telah diajukan tersebut, 

maka pengguna VPN X dapat melanjutkan upaya penyelesaian 

sengketa lainnya. Upaya penyelesaian sengketa lainnya dapat berupa 

penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan (non-litigasi) oleh 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK dan Online Dispute 

Resolution) maupun dalam pengadilan (litigasi). Mengenai 

penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan.  

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan penelitian yang telah dituangkan 

dalam penulisan ini, terdapat beberapa saran yang dapat ditawarkan sebagai 

bentuk upaya menanggulangi terjadinya kembali masalah iklan elektronik 

berunsur pornografi dalam perdagangan jasa layanan Virtual Private 

Network (VPN) melalui sistem elektronik sebagai berikut: 

 

2.1.Kementerian Perdagangan selaku instansi yang diberikan wewenang 

dalam penyelenggaraan PMSE harus mengupayakan edukasi dan 

pengawasan aktif secara berkala atas seluruh lingkup kegiatan transaksi 

PMSE, termasuk kegiatan periklanan. Upaya pengawasan misalnya 

dapat berupa adanya serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh 

pelaku usaha PMSE untuk memperoleh persetujuan iklan elektronik 

yang akan disebarluaskan sebagai tindakan pencegahan. Hal ini 

dilakukan mengingat pada saat ini, tindakan pengawasan hanya akan 

dilakukan apabila adanya pengaduan dari masyarakat atas adanya 

pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP Nomor 80 Tahun 
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2019. Tindakan ini diharapkan dapat memberi peningkatan besar dalam 

upaya melindungi hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan iklan 

elektronik di kegiatan PMSE. Sebagai contoh konkret, dapat diberlakukan 

penggunaan sistem penyaring Pi-Hole yang dapat menjadi rujukan bagi 

sistem pengunaan internet di Indonesia sehingga dapat direalisasikan 

oleh Pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap konsumen saat 

berselancar di dunia maya. 

 

2.2.Pelaku usaha VPN X diharapkan membuat dan memberlakukan 

kebijakan persyaratan iklan elektronik yang akan ditampilkan pada 

layanan VPN X secara tegas yang mengacu pada ketentuan periklanan 

pada PP Nomor 80 Tahun 2019 serta etika periklanan yang berlaku, 

termasuk mengenai muatan dari iklan elektronik yang akan 

ditampilkan. Hal ini seharusnya dilakukan dalam rangka upaya 

melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Upaya ini 

juga dapat menjadi pelindung bagi pelaku usaha VPN X dalam 

melakukan perjanjian penayangan iklan dengan perusahaan penyedia 

iklan, berkenaan dengan ketentuan dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 

yang secara tegas membebankan pertanggungjawaban muatan iklan 

elektronik tidak hanya pada pihak yang membuat iklan elektronik 

tersebut, melainkan juga pada pihak yang menyediakan sarana untuk 

menyebarluaskan iklan. Kemudian dalam konteks pelaku usaha VPN 

sebagai pihak yang membuat iklan, saran kebijakan persyaratan iklan 

juga harus diaplikasikan pada saat pembuatan iklan. 

 
2.3.Perusahaan penyedia iklan diharapkan ikut serta dalam membuat dan 

memberlakukan persyaratan iklan elektronik yang akan ditampilkan 

pada layanan VPN X yang mengacu pada ketentuan periklanan dalam 

PP Nomor 80 Tahun 2019, baik dalam situasi perannya sebagai pihak 

yang membuat dan/atau menyebarluaskan iklan. Hal ini seharusnya 

dilakukan dalam rangka upaya melaksanakan perlindungan terhadap 

hak-hak konsumen. Upaya ini juga dapat menjadi pelindung bagi 

perusahaan penyedia iklan dalam melakukan perjanjian penayangan 
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iklan dengan pelaku usaha VPN X, berkenaan dengan ketentuan dalam 

PP Nomor 80 Tahun 2019 yang secara tegas membebankan 

pertanggungjawaban muatan iklan elektronik tidak hanya pada pihak 

yang membuat iklan elektronik tersebut, melainkan juga pada pihak 

yang menyebarluaskan iklan.  

 

2.4.Pengguna VPN X sebagai konsumen yang menggunakan jasa dari 

pelaku usaha VPN X perlu meningkatkan kesadaran hukum dan 

meningkatkan keaktifannya dalam memperjuangkan laporan atas 

kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan-tindakan yang dilakukan 

pelaku usaha VPN X sekalipun ditimbulkan karena adanya pihak ketiga 

yang dalam penelitian ini adalah perusahaan penyedia iklan atau atas 

dasar hasil otomatis pemrograman. Tindakan yang dapat dilakukan oleh 

pengguna jasa VPN X dalam rangka memperjuangkan hak-haknya 

adalah dengan melakukan tahapan-tahapan pengajuan laporan atas 

kerugian kepada Kementerian Perdagangan sesuai dengan prosedur 

yang telah diatur di dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag 

Nomor 50 Tahun 2020. Tindakan ini perlu dilakukan agar untuk 

kedepannya dapat membantu meminimalisir adanya tindakan-tindakan 

yang merugikan konsumen, baik dalam hal pelanggaran pemenuhan 

prestasi dalam perjanjian maupun pelanggaran atas ketentuan mengenai 

penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Lenih lanjut 

mengenai tindakan preventif, dapat dilakukan dengan mengaplikasikan 

Pi-Hole sebagai DNS Server pada rumah untuk melakukan monitor 

pada traffic internet dan memblokir iklan. Pi-Hole merupakan salah 

satu perangkat lunak aplikasi open source yang sangat mudah untuk 

diunduh. Pi-Hole dapat melindungi dari situs yang mengandung 

informasi negatif seperti pornografi, konten sara, perjudian, dan juga 

situs-situs yang berbahaya baik di segi laman web, blog, dan malware 

pada iklan yang berbahaya bagi privasi dan data pribadi pengguna. 

Serupa sebagai router, Pi-Hole juga dapat digunakan sebagai server 

yang dapat melayani permintaan penggunanya. Lain daripada itu, Pi-
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Hole membuat kinerja internet lebih cepat dan stabil karena Pi-hole 

memiliki fitur untuk memblokir iklan karena halaman yang di 

tampilkan secara otomatis sudah memblokir gambar, teks, maupun 

video iklan yang sangat menganggu.104 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104Universitas Muhammadiyah Surakarta, Implementasi Pemanfaatan Pi-Hole sebagai DNS Server 
pada Rumah untuk Memonitoring Traffic Internet dan Memblokir Iklan.”, 
https://eprints.ums.ac.id/112625/2/L200190052_Naskah%20Publikasi%20Ilmiah%20Perpus.pdf, 
diakses pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 02.31 WIB. 
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